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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Gambaran Umum Tentang Pertanggngjawaban Pidana


1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan kelanjutan dari adanya celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana yang kemudian diteruskan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. Dengan kata lain, seseorang tidak cukup hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga harus dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme normatif untuk menilai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana berdasarkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan erat dengan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terhadap pelaku dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam arti hukum pidana, sehingga perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipahami sebagai dua hal yang saling berkaitan tetapi berbeda.

Menurut Teguh Prasetyo, pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya apabila pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Dalam perspektif ini, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar legitimasi negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebab tanpa pertanggungjawaban tidak mungkin ada pemidanaan yang adil.

Menurut Agus Rusianto, pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk menentukan apakah ia dapat dicela dan karena itu patut dijatuhi pidana. Penilaian tersebut tidak hanya bertumpu pada perbuatan lahiriah, tetapi juga pada kondisi batin pelaku, hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, serta ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pemidanaan.


2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana orang perorangan
Pertanggungjawaban pidana orang perorangan adalah pertanggungjawaban yang dibebankan langsung kepada individu sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, seseorang dipidana karena ia sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pada dirinya terbukti adanya kesalahan. 

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada badan hukum atau perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi tersebut. 

3. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi
Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada pengurus, direktur, atau pihak yang memegang kendali dalam suatu korporasi. Hal tersebut terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan, perintah, pembiaran, atau kelalaian pengurus dalam menjalankan fungsi manajerialnya. 

4. Pertanggungjawaban pidana bersama antara korporasi dan pengurus
Bentuk ini terjadi apabila tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga dengan tindakan atau kesalahan pengurusnya. Dengan demikian, baik korporasi maupun pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan sesuai peran masing-masing. 

Selain itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling umum, yaitu pidana dijatuhkan karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan atau kealpaan. Dalam konsep ini, kesalahan menjadi dasar utama untuk membebankan pidana. 

2. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability)
Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban pidana yang tidak selalu mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara rinci. Dalam beberapa delik tertentu, cukup dibuktikan bahwa perbuatan yang dilarang telah terjadi, maka pelaku atau pihak yang terkait dapat dimintai pertanggungjawaban. 

3. Pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
Pertanggungjawaban pengganti adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atau suatu pihak atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain karena adanya hubungan hukum tertentu. Misalnya, atasan atau korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan bawahannya dalam kondisi tertentu. 

4. Pertanggungjawaban fungsional dalam korporasi
Pertanggungjawaban fungsional muncul karena adanya jabatan, fungsi, atau kewenangan tertentu dalam struktur organisasi. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan semata-mata karena melakukan langsung perbuatan itu, tetapi karena fungsi yang melekat padanya memungkinkan atau menyebabkan tindak pidana terjadi. 

Selanjutnya, menurut Kristian, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Pertanggungjawaban individual
Pertanggungjawaban individual adalah bentuk pertanggungjawaban yang menempatkan individu sebagai pelaku utama tindak pidana. Dalam bentuk ini, fokus hukum pidana diarahkan pada perbuatan dan kesalahan orang perseorangan. 

2. Pertanggungjawaban kolektif
Pertanggungjawaban kolektif adalah pertanggungjawaban yang timbul karena tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau dalam suatu kelompok. Meskipun demikian, pembebanan tanggung jawab tetap harus memperhatikan peran masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut. 

3. Pertanggungjawaban structural

Pertanggungjawaban struktural berkaitan dengan posisi seseorang dalam suatu struktur organisasi atau kelembagaan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya karena tindakan langsung, tetapi juga karena kewenangan dan tanggung jawab struktural yang dimilikinya. 

4. Pertanggungjawaban korporatif
Pertanggungjawaban korporatif menempatkan korporasi sebagai entitas hukum yang dapat dipidana. Hal ini penting terutama dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, perpajakan, atau tindak pidana lain yang dilakukan dalam aktivitas organisasi. 

Menurut Hanafi Amrani, pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi:

1. Pertanggungjawaban karena kesengajaan (dolus)
Pertanggungjawaban karena kesengajaan terjadi apabila pelaku dengan sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam bentuk ini, unsur batin pelaku menunjukkan adanya kehendak yang nyata untuk melakukan tindak pidana. 

2. Pertanggungjawaban karena kealpaan (culpa)
Pertanggungjawaban karena kealpaan timbul apabila pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak cermat, perbuatan tersebut tetap menimbulkan akibat yang dilarang hukum pidana. 

3. Pertanggungjawaban yang hapus karena alasan pemaaf
Bentuk ini menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya melakukan tindak pidana, tetapi tidak dipidana karena ada alasan yang menghapuskan kesalahannya, misalnya karena daya paksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat guncangan jiwa. 

4. Pertanggungjawaban yang hapus karena alasan pembenar
Dalam hal ini, perbuatan yang secara lahiriah tampak sebagai tindak pidana menjadi tidak dipidana karena dianggap dibenarkan oleh hukum, misalnya pembelaan terpaksa yang sah atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. 

B.
Gambaran Umum Tentang Penyidikan


1. Pengertian Penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa penyidikan merupakan tahap sentral dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi penentuan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Andi Hamzah, penyidikan adalah langkah awal dalam penyelesaian suatu tindak pidana setelah adanya dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum bekerja untuk menelusuri fakta, mengumpulkan alat bukti, dan menyusun dasar bagi proses penuntutan selanjutnya.

Menurut Lilik Mulyadi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur undang-undang untuk memperoleh kebenaran materiil tentang suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penyidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat yuridis karena harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara pidana.

Menurut Hartono, penyidikan merupakan instrumen penegakan hukum pidana yang berfungsi menegaskan apakah suatu peristiwa benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap pelaku dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan sangat menentukan kualitas keseluruhan proses peradilan pidana.

Menurut HMA Kuffal, penyidikan adalah tindakan hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk mengungkap fakta pidana secara sistematis dan sah menurut hukum. Dalam pengertian ini, penyidikan mengandung unsur prosedur, kewenangan, pembuktian, dan tujuan penegakan hukum.


2. Jenis-Jenis Penyidikan

Menurut Hari Sasangka, jenis-jenis penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan biasa
Penyidikan biasa adalah penyidikan yang dilakukan terhadap perkara pidana pada umumnya sesuai prosedur KUHAP. Penyidikan ini dilaksanakan secara normal sejak adanya laporan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka. 

2. Penyidikan lanjutan
Penyidikan lanjutan merupakan kelanjutan dari tindakan sebelumnya ketika data atau alat bukti yang diperoleh belum cukup. Tujuannya adalah melengkapi kekurangan agar perkara menjadi lebih terang dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. 

3. Penyidikan yang disertai upaya paksa
Jenis ini merupakan penyidikan yang dalam pelaksanaannya disertai tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Upaya paksa dilakukan apabila terdapat alasan hukum yang cukup dan tetap harus sesuai prosedur undang-undang. 

4. Penyidikan dalam perkara tertentu yang memerlukan penanganan khusus
Penyidikan ini dilakukan terhadap perkara-perkara yang sifatnya khusus, misalnya tindak pidana korupsi, narkotika, atau tindak pidana anak. Dalam praktiknya, penanganan khusus ini sering membutuhkan pendekatan, keahlian, dan ketentuan prosedural tertentu. 

Selain itu, menurut Anshori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dan Ruben Ahmad, jenis-jenis penyidikan meliputi:

1. Penyidikan tindak pidana umum
Penyidikan tindak pidana umum adalah penyidikan terhadap perbuatan pidana yang pada umumnya diatur dalam KUHP dan KUHAP. Jenis ini biasanya menjadi kewenangan utama penyidik kepolisian. 

2. Penyidikan tindak pidana khusus
Penyidikan tindak pidana khusus berkaitan dengan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Karena sifatnya khusus, sering kali mekanisme penyidikannya juga memiliki kekhususan. 

3. Penyidikan oleh penyidik Polri
Penyidikan oleh penyidik Polri adalah penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mereka memiliki kewenangan umum dalam menangani sebagian besar tindak pidana. 

4. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil
Penyidikan ini dilakukan oleh PPNS yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menyidik tindak pidana tertentu dalam lingkup tugas instansinya. Walaupun demikian, pelaksanaannya tetap berada dalam koordinasi dengan penyidik Polri.
C.
Gambaran Umum Tentang Anak


1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan generasi muda.

Pengertian anak dalam perspektif hukum tidak hanya dilihat dari segi usia, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Anak dianggap belum memiliki kematangan fisik maupun mental seperti orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam sistem hukum. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori anak sehingga memudahkan penerapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak khusus yang harus dijamin oleh negara.

Selain itu, pengertian anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini memberikan batasan usia yang jelas mengenai anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam perspektif hukum pidana, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan psikologis seperti orang dewasa. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap perkembangan anak.

Para ahli hukum pidana juga memberikan pandangan mengenai pengertian anak dalam konteks hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, anak merupakan individu yang secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa karena kondisi psikologis dan tingkat kematangan anak masih berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengutamakan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Dalam praktik peradilan pidana, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui berbagai mekanisme khusus, seperti adanya proses diversi serta pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada upaya pemulihan daripada penghukuman semata.

Penerapan sistem peradilan pidana anak juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, aparat penegak hukum harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan anak. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan.
 

Dengan demikian, pengertian anak dalam hukum tidak hanya berkaitan dengan batasan usia, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak serta perlakuan khusus dalam sistem hukum. Pengaturan mengenai anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Jenis-Jenis Anak
Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, jenis-jenis anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Dalam penanganannya, pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mengutamakan pembinaan. 

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
Anak korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, anak korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara khusus. 

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana
Anak saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan proses peradilan pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Dalam pemeriksaannya, kondisi psikologis anak harus sangat diperhatikan. 

Selain itu, menurut Fultoni dkk., jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Anak pelaku
Anak pelaku adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Namun, karena statusnya sebagai anak, penanganannya lebih menekankan pemulihan dan pembinaan daripada pembalasan. 

2. Anak korban
Anak korban adalah anak yang menderita secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan terhadap anak korban mencakup aspek hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis. 
3. Anak saksi
Anak saksi adalah anak yang memberikan informasi atau kesaksian dalam proses hukum pidana. Kehadiran anak sebagai saksi memerlukan prosedur yang ramah anak agar tidak menimbulkan trauma tambahan. 

4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
Jenis ini mencakup anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak yang dieksploitasi, diperdagangkan, mengalami kekerasan, atau berada dalam keadaan darurat. Mereka memerlukan perlindungan yang lebih intensif dari negara dan masyarakat.
D.
Gambaran Umum tentang Tindak Pidana
1. 
Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah tindak pidana dalam literatur hukum pidana sering juga disebut dengan istilah delik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin delictum yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar hukum. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, istilah delik sering digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda. Oleh karena itu, dalam praktik akademik maupun praktik hukum, istilah tindak pidana dan delik sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata tertib hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat langsung dipidana, melainkan harus memenuhi syarat bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Sementara itu, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menurutnya, larangan dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan manusia, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila terdapat larangan yang diatur dalam undang-undang dan disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Selain itu, Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Menurutnya, hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan ketertiban umum. Oleh karena itu, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Adami Chazawi juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam pengertian ini, tindak pidana tidak hanya dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesalahan serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana memiliki hubungan yang erat dengan asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Selain itu, tindak pidana juga berkaitan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini dikenal dengan asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan menjadi salah satu syarat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

2. 
Jenis-Jenis Tindak Pidana
Menurut P.A.F. Lamintang, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana karena kealpaan
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Adapun tindak pidana karena kealpaan adalah tindak pidana yang terjadi bukan karena adanya niat jahat, melainkan karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhitungkan akibat yang timbul dari perbuatannya. 

2. Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya mengambil, memukul, atau mengedarkan barang terlarang. Sementara itu, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku justru tidak melakukan suatu kewajiban hukum yang seharusnya ia lakukan. 

3. Tindak pidana yang selesai seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus
Tindak pidana yang selesai seketika adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang keadaan melawan hukumnya berlangsung dalam suatu rentang waktu tertentu.
4. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dan berlaku secara umum. Adapun tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki karakteristik tertentu, misalnya narkotika, korupsi, atau tindak pidana ekonomi. 

Selain itu, menurut Adami Chazawi, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana formil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatannya. Dengan demikian, tindak pidana dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa perlu menunggu akibat tertentu muncul. 

2. Tindak pidana materiil
Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, suatu tindak pidana baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik benar-benar terjadi. 

3. Tindak pidana biasa
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban atau pihak tertentu. Negara dapat langsung melakukan penuntutan ketika unsur pidananya telah terpenuhi. 
4. Tindak pidana aduan
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa pengaduan tersebut, proses hukum pada umumnya tidak dapat dilanjutkan.
E. 
Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Narkotika merupakan salah satu jenis zat atau obat yang memiliki pengaruh terhadap sistem saraf pusat manusia sehingga dapat menimbulkan perubahan pada kesadaran, perasaan, serta perilaku seseorang. Penggunaan narkotika dalam dunia medis sebenarnya memiliki manfaat tertentu, terutama dalam bidang pengobatan dan penelitian ilmiah. Namun demikian, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, narkotika menjadi salah satu perhatian utama karena dampak sosial yang ditimbulkannya sangat besar. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, negara menetapkan berbagai aturan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai narkotika dalam hukum Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat tersebut. Pemerintah melalui kebijakan hukum pidana berupaya menekan angka peredaran narkotika dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan peredaran narkotika dapat dikendalikan dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Tindak pidana narkotika sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, seperti produsen, pengedar, perantara, hingga kurir yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Setiap pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses peredaran narkotika.

Peredaran narkotika secara ilegal sering kali dilakukan secara terselubung dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari penegakan hukum. Pelaku dapat memanfaatkan berbagai metode untuk menyembunyikan narkotika agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini membuat penanganan kasus narkotika menjadi lebih kompleks karena membutuhkan upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat.

Dalam banyak kasus, narkotika juga menjadi bagian dari kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan yang luas, bahkan lintas negara. Jaringan tersebut sering memanfaatkan berbagai celah dalam sistem hukum dan pengawasan untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika membutuhkan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum.

Selain menimbulkan dampak kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya. Penggunaan narkotika secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang berujung pada berbagai tindakan kriminal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan keamanan masyarakat.

Upaya pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika, sedangkan pendekatan rehabilitatif dilakukan terhadap pengguna narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal di masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya peredaran narkotika yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, proses penyidikan dalam perkara narkotika harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat yang memiliki manfaat dalam bidang medis, namun juga memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai narkotika menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis-Jenis Narkotika
Narkotika pada dasarnya tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan tingkat bahaya, potensi ketergantungan, serta manfaatnya dalam bidang medis. Penggolongan tersebut penting untuk menentukan pengawasan serta pengendalian terhadap penggunaan narkotika. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pemerintah dapat mengatur secara lebih terperinci mengenai penggunaan narkotika dalam dunia kesehatan maupun dalam pengawasan hukum terhadap penyalahgunaannya.

Dalam hukum positif Indonesia, narkotika dibagi ke dalam beberapa golongan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Penggolongan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai tingkat risiko dan potensi ketergantungan yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis narkotika. Dengan adanya penggolongan tersebut, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika.

Golongan pertama dalam klasifikasi narkotika adalah narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan serta memiliki manfaat yang sangat terbatas dalam dunia medis. Narkotika jenis ini pada umumnya hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, peredaran narkotika golongan ini diawasi secara sangat ketat oleh pemerintah.

Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain heroin, kokain, dan ganja. Zat-zat tersebut memiliki efek yang sangat kuat terhadap sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku serta ketergantungan yang tinggi bagi penggunanya. Karena dampaknya yang sangat berbahaya, penggunaan narkotika golongan ini dibatasi secara ketat oleh hukum.

Golongan kedua dalam klasifikasi narkotika merupakan jenis narkotika yang masih memiliki manfaat dalam dunia medis, khususnya untuk kepentingan pengobatan tertentu. Meskipun demikian, penggunaan narkotika golongan ini tetap harus berada di bawah pengawasan ketat tenaga medis karena memiliki potensi ketergantungan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penggunaannya hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter.

Beberapa contoh narkotika golongan kedua antara lain morfin dan petidin yang sering digunakan dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit yang kuat. Zat tersebut biasanya digunakan dalam penanganan pasien dengan kondisi medis tertentu yang membutuhkan pengobatan khusus. Namun demikian, penggunaan narkotika jenis ini tetap harus dikontrol secara ketat agar tidak disalahgunakan.

Golongan ketiga dalam klasifikasi narkotika merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan golongan lainnya. Narkotika jenis ini masih dapat digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan tertentu. Meskipun demikian, penggunaan narkotika golongan ini tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Penggolongan narkotika tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis narkotika memiliki karakteristik serta tingkat risiko yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap narkotika harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak kesehatan, potensi penyalahgunaan, serta kebutuhan dalam dunia medis. Dengan adanya penggolongan tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap peredaran narkotika.

Dalam praktik penegakan hukum, penggolongan narkotika juga memiliki pengaruh terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Jenis dan golongan narkotika yang terlibat dalam suatu perkara dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, klasifikasi narkotika memiliki peranan penting dalam sistem hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan tingkat bahaya serta potensi ketergantungannya. Penggolongan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan narkotika secara tepat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan peredaran narkotika dapat dikendalikan secara lebih efektif.
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